Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Tahun 2025 Nomor 22023

Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan

Pembayaran Pajak Daerah
ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan

Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 35
Tahun 2023, dan Perda No. 1 Tahun 2024.

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pengembalian kelebihan pajak. Wajib pajak dapat
mengajukan permohonan pengembalian atau Kompensasi kepada Gubernur melalui Kepala
Bapenda. Di dalam Pergub ini diatur klasifikasi apa saja yang termasuk sebagai kelebihan
pembayaran pajak, tata cara permohonan pengembalian kelebihan pajak, dan proses

pencairan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2025
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

a. ketentuan mengenai kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 54
Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2005 Nomor 117);

b. ketentuan mengenai kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 45
Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2007 Nomor 24);

c. ketentuan mengenai kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 43

Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan



Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 165);

d. ketentuan mengenai kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 69
sampai dengan Pasal 78 Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2014 Nomor 61045);

e. ketentuan mengenai kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 50
Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 61029);

f. ketentuan mengenai kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 32
sampai dengan Pasal 36 Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2017 tentang
Pembebasan, Kelebihan Pembayaran dan Penagihan Pajak Daerah kepada Perwakilan
Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan atau Perwakilan
Lembaga Internasional (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun
2017 Nomor 61027);

g. ketentuan mengenai besaran imbalan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 9
Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan
Bunga Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun
2018 Nomor 61014); dan

h. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2020 Nomor 61037),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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